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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
/JKN BUKAN PENERIMA BANTUAN lURAN MANDIRI Dl 

KABUPATENNUNUKAN 
(STUDI KASUS PESERTA JKN BUKAN PENERIMA BANTU AN lURAN 

MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN) 

Abd Muthalib 
thalibpasareOO 1 @grmiil.com 
. . Program Pasca~atj ana. 

Universitas Terbuka 

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan asuransi kesehatan sosial yang 
bersifat melindungi atau proteksi dan wajib sesuai dengan amanat Undang­
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionaV SJSN yakni 
seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi kesehatan sosial dan wajib membayar 
premiliuran tiap bulannya, dalam pelaksanaanya Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan/BPJS sejak per januari 2014 sebagai badan layanan masyarakat yang 
bertanggungjawab dalam progarm JKN senantiasa melakukan perbaikan dan 
peningkatan pelayanan sebagaimana komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam 
memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk Nunukan. Dengan 
slogan prinsip keadilan dan gotong ·royong maka diharapkan program JKN lebih 
mudah tercapai Universal Insuran'Ce Coverage tahun 2019: Tujuan Penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan program JKN 
Bukan Penerima Bantuan luran bagi penduduk Nunukan dan faktor pendukung dan 
penghambat yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan 
informan dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi mendalam, wawancara, studi 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan veriftkasi. Obyek penelitian 
adalah para pihak yang dan instansi terkait dengan implementasi program JKN di 
wilayah BPJS. Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian implementasi kebijakan JKN 
Bukan Penerima Bantuan luran dari aspek sosialisasi beluin sepenuhnya dijalank.an 
dengan baik, aspek kepatuhan para peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran 
Mandiri dalam membayar iuran, aspek sanksi sudah dijalankan sesuai dengan 
aturan BPJS. Faktor-faktor · yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor 
komunikasi belum terkoordinasi dengan baik,faktor Sumber daya belum optimal, 
aspek komitmen sudah berjalan dengan baik, aspek kelompok kepentingan sudah 
berjalan dengan baik. 

Kata Kunci: Implementasi, Program, Jaminan Kesehatan 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH WARRANTY POLICY I JKN 

IS NOT A SELF-CONDITION HELP IN NUNUKAN DISTRICT 
(CASE STUDY PARTICIPANTS JKN NOT RECEIVING HELP INSURANCE 

HELD IN NUNUKAN DISTRICT) 

Abd Muthalib 
thalibpasareOO 1 @gmail.com 

Graduate program . 
Universitas Terbuka 

The National Health Insurance is a social health insurance that protects and shall 
comply with the mandate of Law No. 40 of 2004 on National Social Security 
System I SJSN that all residents must be a participant of social health insurance and 
shall pay premium I dues every month, in the implementation of the Health 
Insurance Administration Board I BPJS since 2014 as a responsible public service 
agency in JKN program always performs improvement and services as the central 
and regional government commitments in ensuring optimal health services for the 
population of Nunukan. With the slogan of the principle of justice and mutual 
cooperation, it is expected that the JKN program will be more easily achieved by 
Universal Insurance Coverage in 2019. The purpose of this research is to know and 
analyze the Implementation of the JKN Non-Beneficiary Contribution Program 
policy for Nunukan residents and the supporting and inhibiting factors that affect 
the implementation. The research method used is qualitative approach with 
descriptive method. Determination of informants in this study conducted Purposive. 
Data collection was done by using in-depth observation technique, interview, 
documentation study and literature study. Data analysis is done by data reduction, 
data presentation, as well as conclusion and verification. The research object is the 
parties and the institution related to the implementation of the JKN program in the 
BPJS region of Nunukan Regency. The results of the implementation of the JK.N 
policy ofNon-Beneficiary Contributors from the socialization aspect have not been 
fully carried out properly, the compliance aspect of the participants of JKN Not the 
Beneficiaries of the Contribution in paying the dues, the sanctions aspects have 
been implemented in accordance with BPJS rules. Factors that influence the 
implementation of communication factors have not been well coordinated, the 
resource factor is not optimal, the commitment aspect has been going well, the 
aspect of the interest group is running well. 

Keywords: Implementation, Program, Health Insurance 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran U mum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah pemekaran kabupaten 

Bulungan berada di wilayah administrasi propinsi Kalimantan Utara yang · . 1 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
. . . . . . . . . . . . . . . 

Pembentukan Kabupaten Nunuk~m, · Kabupaten Malimm, Kabupaten Kutai · 

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 47 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962). 

Kondisi fisik dasar kabupaten Nunukan secara geografis terletak pada 

posisi antara 115° 33' sampai dengan 118 °03' sampai dengan 4 o 24' Lintang 

Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Negara bagian Sabah Malaysia 

b) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten 

Malin au 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia 

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 1.424.750 Ha atau 14.124.50 

K.M2 yang secara administrasi dibagi dalam 16 kecamatan dimana 2 kecamatan 

berada di pulau Nunukan, 5 (lima) kecamatan yang berada di pulau Sebatik dan 
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6 ( enam) kecamatan berada di daratan pulau Kalimantan. Jumlah penduduk 

Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 berdasarkan Nunukan dalam angka 

tahun2011 adalah sebesar 154.269 jiwa yangtersebardi 16kecamatan. Jumlah 

penduduk terbanyak dari seluruh kecamatan berada di kecamatan Nunukan 

sebanyak 52.164 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di 

kecamatan Krayan Selatan sebesar 2.248 jiwa. 

Pertumbuhan pendud~k pad~ suatu dae~ah dipengaruhi oleh besarnya 

kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Menurut data kantor statistik 

Kabupaten Nunukan, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 97.398 jiwa, 

dan hingga tahun 2011 telah meningkat me~adi 154.269 jiwa. Jadi rata-rata 

pertumbuhan penduduk kabupaten Nunukan dalam kurun waktu delapan tahun 

terakhir adalah 6,3 %. 

Besamya jumlah pertumbuhan penduduk di kabupaten Nunukan karena 

terjadi peningkatan penduduk yang cukup tinggi sebagai dampak dari lokasi 

kabupaten Nunukan sebagai pintu masuk dan keluar ke negara Malaysia Timur 

sehingga Nunukan merupakan kota persinggahan para pencari ketja keluar 

negeri. Juga menjadi tempat perhentian pertama bagi para TKI yang 

dideportasi dari Malaysia yang menyebabkan banyak TKI yang me~adikan 

Nunukan sebagai tempat tinggal baru dan tidak pulang kedaerah asal mereka. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kabupaten Nunukan 

merupakan Kabupaten baru jika dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan 

dan Kota Tarakan sehingga Nunukan tergolong kabupaten yang sedang 

berkembang yang sama kondisinya masih dalam tahap pembangunan. Oleh 
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sebab itu sangatlah wajar jika pelayanan publik di daerah ini belum bisa 

be:rjalan sebagaimana mestinya. 

Dengan kondisi yang sedang membangun, pemerintah kabupaten 

Nunukan terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. Sebaagai langkah-langkah yang strategis pemerintah melakukan 

perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sumber . daya manusia serta 

membuat program -program yang dibutuhkan masyarakat. 

Salah satu langka strategis yang dimaksud adalah dengan terbentuknya 

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bidang Kesehatan. Tujuan 

umum pemerintah daerah dan pusat menyelenggarkan Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah untuk mewujudkan terselenggaranya 

pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi peserta dan/ atau anggota 

keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. 

(UU No. 24 tahun 2011 Pasala 3). 

B. Hasil Penelitian. 

1. Struktur organisasi, tugas pokok dan. fungsi Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Nunukan 

Untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada 

masyaraka, kepengurusan BPJS secara hirarki dan be:rjenjang di mulai dari 

kepenguruan pusat kemudian regional dan cabang di tingkat kabupaten dan 

kota, , untuk kepengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

(BPJS) di kabupaten Nunukan di bawah garis koordinasi dan garis komando 

dari pengurus cabimg Tarakan, dengan kondisi itu maka · saat ini, BPJS 

Nunukan belum memiliki otonomi khusus atau wewenang sendiri dan 
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dalam me~alankan fungsinya sehari-hari dan bersifat maka keber terdiri 

dari seorang pimpinan dan 2 orang staff serta dibantu oleh tenaga kontrak 3 

orang yakni office boy, satpam, dan sopir. Berdasarkan keputusan direksi 

BPJS kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, maka susunan organisasi dan Tata 

Kerja lembaga teknis dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

B'agan 4.1 Susunan organisasi BPJS kabupaten Nunukan 

KBPALABPJS 

! l 
KSI I SE KSI 

PELAYANAN, 

SE 

PEMASARAN, 
PENGENDALI 
KEPESERTAAN 

VERIFIKATO R 
BERKAS 

JUKAN 
MUTU DAN I' ELIGffiiLITAS 

' JKN JENIS RU 

I 

TENAGA KONTRAK 

OFFICE BOY 
SOPIR 
SATPAM 

Sesuai dengan gambar di atas maka dapat di jelaskan secar rinci mengenai 

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

a. Job Desk Kepala BPJS Kabupaten Nunukan 

Kepala BPJS mempunyai tugas membantu kepala divisi regional 

melaksanakan dan menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini direksi BPJS pusat diantaranya 
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1) Terumuskannya program ketja tahunan di unit ketjanya dalam 

Rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahunan sebagai indikator kinerja 

yang disetujui dan ditandatangani bersama antara Kepala Divisi 

Regional terkait dengan kepala Cabang: 

a) Memastikan tersusunnya rencana kerja dan anggaran (RKA) 

tahunan unit keija yang mengacu kepada APC kantor cabang 

b) Membei-ilcan arahan kepada sub ordinate-nya dalani memastikan 

keselarasan program dengan rencana ketja dan anggaran unit 

c) Memastikan program keJ.ja dilaksanakan secara efektif dan efesien 

sesuai RKA Unit ketja dan memberikan kontribusi secara optimal 

terhadap pencapaian APC kantor cabang 

d) Secara rutin (minimal 1 kali sebulan) melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan program ketja utama yang terkait dengan 

pencapaian APC kantor cabang 

e) Melakukan langkah-langkah perubahan, perbaikan atau 

penyesuaian rencana keija dan pemantauan yang lebih intensif, 

atau secara langsung meminta arahan kepala cabang ,serta 

berkoordinasi dengan pihak -pihak terkait baik di internal maupun 

ekstemal unit ketjanya 

f) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di unit 

ketjanya, konsistensi implementasi proses bisnis alur kezja dan · 

teknologi di unit-unit kezjanya serta membuat usulan perbaikan 

jika diperlukan. 
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2) Tersedianya pedoman kerja sebagai acuan bagi unit kerja 

a. Mencapai standard hasil kerja yang telah ditetapkan dengan 

mengutamakan kualitas proses 

b. Melakukan penyusunan /perubahan pedoman unit kerjanya sendiri 

danjika diperlukan untuk unit kerja yang lain 

c. Melakukan sosialisasi dan intemalisasi pedoman 

d. · M~lakukan monitoring dan evaluasi terhadap implemcimtasi 

pedoman 

e. Melakukan penyesuaianlreview pedoman unit kerja sesuai strategi 

organisasi 

3) Terlaksananya program kepesertaan dan pengendalian mutu pelayanan 

dan penanganan pengaduan peserta 

b. Meningkatkan pengelolaan pendaftaran peserta 

c. Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan 

d. Meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan peserta 

e. Meningkatkan pelayanan peserta 

f. Memastikan terlaksananya distribusi kartu indonesia sehat (KIS) di 

wilayah kerj a 

g. Memastikan pendokumentasian formulir daftar isian peserta, 

formulir perubahan data peserta ( elektronik), formulir perubahan 

data peserta (manual) kantor cabang 

h. Memastikan adanya pemberian sanksi administratif ( denda atau 

tertulis) atas ketidak:patuhan pembayaran iuran peserta dan 

pemberi kerja kantor cabang 
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1. Meniastikan pemeriksaan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan 

pemberi kerja kantor cabang 

J. Pemeriksaan kepatuhan pendaftaran dan pemutakhiran data peserta 

dan pemberi kerja kantor cabang 

k. Memastikan penanganan keluhan langsung dan tidak langsung 

terselesaikan dengan efektifdan solutif kantor cabang 
. . . . . . . . . . . . 

1. Memastikan penetapimjtimlah kapitasi kantor cabang· 

m. Memastikan pendaftaran peserta individu dan kolektif melalui 

kantor cabang, website, atau pihak ketiga kantor cabang 

4). Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SDM dibawah 

koordinasinya 

a) Melakukan review DJP (distinct job proflle) setahun sekali 

b) Melakukan pengelolaan kinerja ( perencanaan, pembinaan, dan 

evaluasi kinerja) 

c) Melakukan coaching/counseling mengusulk:an untuk mengikuti 

pendidikan a tau pelatihan pengembangan kompetensi 

d) Memastikan visi, misi, tata nilai, kode etik organisasi serta proses 

perubahan organisasi dapat dipahami dan dilaksanakan oleh sub-

ordinatnya 

5). Tersusunnya luaran yang terkait dengan program kerja kepesertaan dan 

pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta 

a) Laporan perkembatigan pencapaian pelaksanaan program secara 

periodic 

b) Laporan basil validitas data peserta 
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c) Laporan distribusi kartu peserta (KIS) 

d) Laporanlairmya terkait fungsi Ka. KLOK 

b. Job Desk Staf Pemasaran, Pelayanan, Pengendali Mutu dan 

Kepesertaan 

Selain itu dalam melaksanakan aturan dan kebijakanjuga dibantu oleh 

staf pemasaran, pelayanan, pengendali mutu dan kepesertaan yang 

meiniliki gambaran atau ilustrasi ( Distinct Job Profile ) DJP) sebag~i 

berikut: 

1) Terlaksananya kegiatan pemasaran, kepesertaan dan unit pengendali 

mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta 

a) Melakukan koordinasi denhgan RO kantor cabang untuk sosialisasi 

kepada badan usaha 

b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas pertanyaan peserta 

c) Melakukan koordinasi dengan RO kantor cabang terkait kegiatan 

pembinaan dan hubungan kemitraan dengan badan usaha 

d) Melakukan pemberian informasi rutin dan akurat mengenai 

pembaharuan yang dilakukan oleh BPJS kesehatan 

e) Menge lola identitas peserta meliputi pendaftaran peserta kolektif 

melalui kantor BPJS kesehatan, web, atau pihak ketiga 

f) Merekaptulasi data peserta 

g) Melakukan rekonsiliasi data peserta dengan badan usaha (BU) 

h) Melakukan pencatatan dan monitoring terhadap distribusi kartu yang 

diterima oleh LO 
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i) Meminta dan memonitor pengembalian kartu (peserta keluar, 

perubahan dokter keluarga!data umum, produk) 

j) Melakukan penarikan kartu peserta pada proses penonaktifan peserta 

k) Mengelola masterfile kepesertaan meliputi update data oleh peserta, 

update data oleh organisasi,. verifikasi masterfile; dan penetapan 

jumlah kapitasi diKC 
. . - -

1) Mengelola administrasi kepesertaan meliputi dokumentasi FRPK; 

FDIP, dan FDPD 

m) Mengelola meliputi menerima data hasil perhitungan, analisa hasil 

perhitungan data, persetujuan hasil validasi data untuk proses 

keabsahan peserta, menyerahkan hasil persetujuan untuk dilakukan 

flag keabsahan peserta 

o) Mengelola penggandaan dan pendistribusian kebijakan dokumentasi 

formulir kepesertaan keunit kerja 

p) Menerima keluhan peserta, baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

q) Melakukan konfirmasi kepuasan peserta 

2) Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi 

a) Mencapai standar hasil kerja yang telah ditetapkan dengan 

mengutamakan kualitas proses 

b) Melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi dari rekomendasi 

yang sudah disetujui manajemen 

c) Memberikan masukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi 

penatalaksanaan pedoman-pedoman yang terkait 
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3) Tersusunnya luaran yang terkait dengan program pemasaran, kepesertaan 

dan unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta 

sebagai berikut: 

a) Laporan kegiatan customer relation 

b) Laporan kegiatan evaluasi pemasaran yang terkait dengan customer 

relation 
. . . 

c) . Laporanhasil purifikasi inasterfile kepesertaari 

d) Laporan dokumentasi FRKP, FDIP dan FPDP 

e) Laporan perkembangan kegiatan atau program 

t) Laporan penyerapan anggaran unit kepesertaan 

g) Laporan penyerapan anggaran unit kepesertaa:n 

h) Laporan pemberian informasi dan edukasi 

i) Laporan penanganan pengaduan peserta 

j) Laporan lainnya terkait fungsi staf tersebut 

c. Job Desk Staf Verifikator Berkas JKN Pasien Rujukan Di Rumah 

Sakit 

a) Verifikasi berkas klaim 

b) Memastikan pelayanan di faskes lanjutan berjalan dengan baik 

c) Pelayanan kepada peserta JKN-KIS 

d) Sosialisasi program JKN-KIS 

· e) Membantu mengurus surat elegibilitas peserta 

t) · Melak:Ukan penanganan pengaduan dan keluhan peserta 
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i) Job Desk staf out sourching (tenaga kontrak) 

Terdiri dari Satpam, sopir, dan office boy disamping melaksanakan tugas 

pokoknya juga membantu proses pendaftaran dan pelayanan peserta 

BPJS/JKN. 

2. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan (JKN). Peserta Bukan 

Penerima Bantuan luran Mandiri 

T.Jntuk . mendapatkan . gambaran tentang gambaran implementasi · 

kebijakan JKN dalam penelitian di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

(BPJS) Kesehatan, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS adalah untuk 

mengetahui gambaran di lapangan seberapa jauh pemberian jaminan kesehatan 

yang layak bagi peserta dan/ atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan 

kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 tahun 2011 Pasala 3). 

Maka dalam memperoleh data penelitian ini, Data penelitian yang 

didapatkan dari transkrip dan catatan lapangan dari setiap wawancara 

mendalam dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman (2000) yaitu dengan mengelompokkan atau mengkategorikan 

secara rinci sesuai dengan kata kunci yang muncul. Selanjutnya, merangkum 

dan menarik kesimpulan. Setelah dilakukan analisis data, peneliti 

mengidentifikasi 3 indikator implementasi kebijakan JKN. Proses pemunculan 

hasil ini sesuai dengan rumusan Penelitian. 

a. Sosialisasi program JKN Bukan Penerima Bantuan luran Mandiri 

Kepada Warga!Peserta 

Untuk mengetahui sejauh mana gambaran pelaksanaan sosialisasi 

program JKN kepada warga/peserta JKN, maka peneliti menyampaikan 
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pertanyaan untuk kepala BP JS Nunukan, Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi program JKN yang dilakukan oleh BPJS kepada 

masyarakat/peserta, menyatakan sebagai berikut: 

" Sehubungan sosialiasi program JKN atau BPJS kepada warga 
masyarakat, kita sudah lama melaksanakannya sejak dulu ketika 
baru terbentuk program JKN ini, waktu itu kita sangat genjar 

· rnensosialisasikmmya karena program harus diketahui seluruh · 
lapisan masyarakat, apalagi waktu itu periode transisi dari Askes 
ke JKN sehingga masyarakat jadi bingung apalagi masyarakat 

. tidak begitu memahami dim mengetahui apa itl.l program JK.N, 
masyarakat belum tahu seperti apa namanya segmen, segmen mana 
saja yang dikategorikan sebagai Pekerja Bukan Penerima luran 
(PBPU), Pekerja Penerima luran (PPU) dan Penerima Bantuan 
luran (PBI) belum lagi bagaimana cara penda:ftarannya, dan 
banyak lagi informasi dibutuhkan masyarakat, berangkat dengan 
kondisi tersebut, sebagai pelayan BPJS kita tidak pemah berhenti 
dan bosan akan terus mensosialisasikan dan mengingatkan kepada 
warga baik yang sudah terdarftar dan belum terda:ftar untuk 
memperhatikan segala kewajibannya, karena hila mana informasi 
program JKN itu benar-benar sampai kemasyarakat, maka bisa 
saling bertukar informasi kepada yang lain, dengan harapan semua 
masyarakat menjadi tahu dan paham dan dengan sendirinya akan 
menda:ftarkan dirinya kekantor BPJS. 

Untuk tahun ini kita sudah menjadwalkan setiap rninggu 
sekali mengadakan sosialisasi kepada warga, untuk teknis 
pelaksanaannya karni sudah menyusunnya untuk lebih lengkapnya 
bisa menghubungi staf kami yang menangani itu, yang jelas kami 
senantiasa selalu berkomunikasi kebawah, karena tanpa sosialisasi 
mustahil program ini akan jalan dengan baik, Memang kita akui 
akhir-akhir ini intensitas sosialisasi agak berkurang mengingat 
faktor kesibukan membuat kita mau tidak mau pekerjaan sosialisasi 
agak dikurangi" (wawancara tangga/ 20 September 2017). 

Kemudian peneliti melanjutkan kembali kepada kepala BPJS bagaimana 

metode/strategi BPJS dalam melaksanakan program sosialisasi JKN kepada 

warga/peserta, apa saja yang sudah dilakukan dan direncanakan BPJS 

terkait dengan kegiatan sosialisasi JKN dengan menyampaikan sebagai 

berikut: 

" Selama ini dalam melakukan sosialisasi JKN, kita punya metode/ 
strategi khusus sudah disiapkan secara terencana dan terprogram" .. 
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... "Yang pertama, mengingat sumber daya yang terbatas 
maka untuk mensiasatinya, karena padatnya dan tuntutan 
pelayanan administrasi kepada calon atau peserta JKN yang harus 
dilayani agar bisa beijalan bersama-sama, serta merespon animo 
masyarkat dalam keterlibatan dirinya dalam kegiatan JKN, dan 
relawan kita di lapangan yang cukup ban yak membantu di layanan 
kesehatan pratama puskesmas dan klinik pratama dan perusahaan 
perkebunan dan pertambangan serta industri, bersama-sama 
menjalankan sosialisasi, dan kita berharap terobosan baru terus 

· menerus beijahui sampai seluruh warga paham dan sadar tentang 
manfaat JKN" .. 
. . yang kedua; metode/strategi lain soal· sosialisasi kita: 

.. terapkan selama ini, untuk bagian saya, karena pimpinan di kantor 
ini maka saya fokus sosialiasi di luar gedung setiap seminggu 
sekali kita kelapangan memenuhi undangan kantor atau Lurah a tau 
RT dan tokoh masyarakat contotnya saya memanfaatkan betul­
betul momen-momen penting ketika mengikuti acara-acara formal 
misalnya seminar kesehatan yang diadakan oleh organisasi profesi, 
diskusi kesehatan, rapat-rapat yang membahas pembiayaan 
kesehatan dengan lintas terkait antara lain kepemda, kedinas 
kesehatan, rumah sakit, masyarakat umum bahkan dan program­
program preventif dan promotif sudah dijalankan BPJS, juga kita 
tidak ketinggalan mempergunakan teknologi informatika seperti 
media sosial dan media cetak, untuk media sosial kita sudah buka 
website, face book, what's up, juga melalui talk show ke beberapa 
stasiun radio lokal yang bisa diakses kapan dan dimana saja, untuk 
media cetak kita memaanfaatkan fasilitas berupa spanduk, brosur, 
leftlead, banner, dan lain-lain walaupun pemanfaatannya belum 
maksimal karena banyak keterbatasan kita baik dari segi 
penguasaan iptek dan daya dukungnya contohnya media elektronik 
cukup mahal, masyarakat juga tidak semua bisa mengakses 
informasi melalui media online sehingga penyampaian melalui oral 
komunikasi masih efektif untuk diterapkan" (Wawancara Tanggal 
20 September 2017). 

Menanggapi hal ini, peneliti melakukan konfirmasi untuk menggali 

informasi keinforman petugas BPJS bagian informasi, pemasaran dan 

kepesertaan, pendaftaran, dan pengaduan terkait pelaksanaan sosialisasi 

kepada warga/peserta JKN dengan menyampaikan sebagai berikut: 

"Benar apa yang dikatakan oleh pak ketua BPJS itu, tetapi pada 
prinsipnya kami selalu berkomitmen melakukan sosialisasi dan 
beijalan cukup baik, selaku kami petugas infonnasi, kepesertaan 
dan pengaduan itu sudah pasti secara kontinyu mengadakannya 
apalagi dalarna job desk seperti itu, tapi memang kita juga akui 
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kalau sosialisasi program JKN kepada warga/peserta belum bisa 
terlaksana dengan baik dan belum bisa mengikuti program 
sosialisasi yang sudah kami buat, untuk saat ini sosialisasinya 
dilakukan secara individu kadang pula berkelompok saat wargal 
peserta datang kekantor " ( wawancara tanggal 20 September 
2017). 

Hal senada JUga diungkapkan oleh informan petugas BPJS lainnya 

sehubungan dengan pelaksanaan ·program sosialisasi JKN, . dengan 

menyampaikan sebagai berikut: . 

" Bahwa sosialisasi JKN pada prinsipnya adalah salah satu tugas 
sekaligus kewajiban kami untuk disampaikan kepada warga/ 
peserta, kalau masalah tempatnya, kita tidak terlalu harus formal 
apalagi kita yang kerja dikantoran ini, jadi dimana saja dan kapan 
saja kita sosialisasikan mungkin Cuma momentnya saja berbeda 
dan itupun diadakan sifatnya perorangan, tatap muka, lewat telpon, 
pokoknya disetiap kesempatan kita menyampaikannya, dulu 
pernah kita buat jadwal sosialisasi namun tidak betjalan dengan 
baik karena cukup sibuk, tetapi sekali lagi saya tekankan strategi 
cukup efektif karena kami yang di lapangan yang sudah langsung 
bersentuhan langsung dengan peserta JKN'' (Wawancara Tanggal 
20 September 2017). 

Hal senada juga disamapikan saat dikonfirmasi kebagian staf 

verifikator berkas JKN di RS sehubungan pelaksanaan sosialisasi program 

JKN kepada warga, beliau menyampaikan sebagai berikut: 

" Terkait dengan. pelaksanaan sosialisasi, sebenamya kita selalu 
berkomitmen melaksanakannya walaupun tidak seperti 
dijadwalkan alias masih kurang, kita sangat mengharapkan semuai 
segmen masyarakat mengetahuinya karena sekarang. ini masih 
banyak warga kita belum benar-benar tersenfuh oleh BPJS, dan 
inilah yang menjadi perhatian bersama kita dan perlu kerja sama, 
bagaimana pun masyarakat harus tahu, apalagi yang menyangkut 
pelayanan publik seperti BPJS, kami juga menyadari kekurangan 
kami karena padatnya tugas-tugas, sehingga sosialisasi kurang 
diperhatikan, tetapi hampir setiap hari kita juga sudah melakukan 
sosialisasi walaupun secara individu dan kelompok dan sebenamya 
mereka juga sudah sadar, paham, dan tahu tetapi kita selalu 
mengingatkan tentang hak dan kewajibannya demi kebaikan 
merekajuga" (Wawancara Tangga/20 September 2017). 
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Untuk mendapat infonnasi yang sesuai peneliti juga melakukan 

konfinnasi, dan menanyakan kepada infonnan peserta JKN, bagaimana 

pelaksanaan sosialisasi JKN dari petugas BPJS kepada warga/peserta 

menyainpaikannya sebagai berikut: 

" Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS, kami rasa masih kurang, 
apalagi . kami. iru seorang . ibu rurilah tangga; sekaligu·s orang tua . 
pasit.m dim warga masyarakat Nunuk:an yang a warn, meiiginginkan 
infoim.asi yang lengkap dan terbaru, karena banyak yang tidak tahu 
juga apa itu BPJS, maka kami ini berharap bapak-bapak petugas 
agar sering mengadakan sosialisasi guna masyarakat tahu, dan bisa 
juga paham pentingnya itu BPJS" (Wawancara Tanggal 21 
September 2017). 

2. Kepatuhan Peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran dalam 

membayar iuran 

Selanjutnya adalah menggali kern bali informasi tentang kepatuhan 

masyarakat/peserta JKN dalam melakukan pembayaran, selanjutnya 

peneliti menanyakan informan salah seorang staf BPJS, bagaimana 

kepatuhan peserta JKN bukan penerima bantuan iuran dalam membayar 

iuran JKN dengan menyampaikan sebagai berikut: 

"BPJS sendiri ada aturan sudah lengkap yang mengatur 
tentang hak dan kewajiban peserta JKN, diantaranya pembayaran 
iuran, JKN itu sifatnya wajib maka iurannya harus dibayarkan, 
masalahnya pembayaran khususnya JKN non PBI atau Pekerja 
Bukan Penerima bantuan luran (PBPU) mandiri st.mdiri banyak 
masalah ditemukan di lapangan yaitu banyaknya iuran wajib 
peserta tidak terbayar atau.tertunggak, dan kita sudah ada data yang 
lengkap, nanti bisa kami bantu berikan kalau bapak butuhkan, j adi 
inilah masalah krusial yang mesti disadari oleh peserta dan warga 

· pada umtlmnya, ketidakpatuhan ini mengakibatkan terhentinya 
pelayanan BPJS ke yang bersangkutan, tidak akan mendapatkan 
pelayanan di fasilitas pelayanan baik di RS, puskesmas maupun di 
praktek keluarga, pratama, bukan hanya itu ada juga sanksi ringan 
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sampai berat yaitu berlaku denda 2 % setiap bulannya dan bisa 
pencabutan kartu JKNnya, kasihan juga masyarakat kita kalau 
seperti ini, jadi dengan adanya JKN ini masyarakat harus disiplin 
dalam menaati peraturan yang berlaku di BPJS, agar peserta dapat 
merasakan manfaatnya, menyikapi kondisi ini kita sudah 
mengupayakan langkah-langkah kongkrit misalnya menghubungi 
langsung kepeserta JKN untuk diingatkan agar sesegera mungkin 
membayarkan iurannya, kemudian aktif turun kelapangan 
menghimbau warga untuk patuh dengan kewajibannya" 
(wawancara, Tanggal20September 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh informan petugas BPJS lainnya 

berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar iuran bagi peserta JKN bukan 

penerima bantuan iuran dengan menyampaikan sebagai berikut 

"Memang benar bahwa kepatuhan membayar iuran bagi 
peserta JKN bukan penerima bantuan iuran masih rendah, 
kesadaran mereka warga/peserta itu rendah dan tidak peduli 
dengan kewajibannya, nanti mereka sadar hila dalam kondisi sakit 
barulah peserta membayar iurannya, kami pun selalu 
mengingatkan agar diperhatikan iurannya atau kami m8Iah aktif 
menghubungi lewat telepon hila peserta tidak membayar iurannya 
terutama yang sudah tertunggak"tangga/20 September 2017. 

Kemudian peneliti melakukan kroscek kepada Informan salah satu peserta 

JKN non PBI mengenai kepatuhan membayar iuran dengan menyatakan 

sebagai berikut: 

" Sebenarnya awalnya kami rajin membayar iuran setiap 
bulan dengan mengambil kelas 2 Rp 50.000/bulan tetapi akhirnya 
terhenti, dan kami ini yang bekerja di kebun karena sudah sibuk 
dan lupa membayamya, apalagi penghasilan kami tidak menentu 
sebagai petani kecil, kadang saat mau bayar iurannya dan belum 
punya uang, akhimya seperti itulah, tidak sanggup 

· membayarnya apalagi niembiayai 5 anggota keluarga, pastilah 
makin bemt" (wawancam, 21 September 20 17). 
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Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, kemudian peneliti 

menanyakan kepada Informan lainnya sesama peserta JKN non PBI terkait 

kepatuhan membayar iuran dengan pemyataan sebagai berikut: 

" Alhamdulillah, kami selalu patuh membayar iuran karena kami 
sadar akan kewajiban sebagai peserta, dan sangat kami sangat 
tetbantu denga:n adanya program JKN ini, walaupun kami juga 
orang susah hanya pedagang kecil tapi kami selalu perhatikan 
pembayarannya apalagi ad3. dendanya, makanya karp.i tepat 
waktt.i membayamya" (wawancara, 21 September 2017). 

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan petugas BPJS 

di bagian kepesertaan, informasi dan pengaduan terkait keluhan-keluhan 

dari beberapa informan menyampaikan sebagai berikut: 

" Memang benar keluhan masyarakat itu beragam kalau masalah 
pembayaran, paling banyak dikeluhkan itu tidak mampu bayar 
alias tidak ada uang, kami juga memahami dan memakluminya 
tetapi ini adalah kewajiban mereka, memang ada yang benar­
benar tidak mampu bayar secara ekonomi mungkin pada saat 
sakit langsung mengurus JKN itu kondisi terpaksa, mau tidak 
mau mengurus, tetapi yang kita sayangkan secara ekonomi 
sebenamya mampu tetapi tidak bayar, siapapun kalau dibiarkan 
menumpuk pasti teras a berat, apalagi kami punya data 1/3 peserta 
dari peserta JKN non PBI itu tidak patuh bayar iuran" 
(wawancara 21 September 2017). 

c. Sanksi peserta JKN bukan penerima bantuan iuran yang tidak taat 

membayar iuran 

Untuk pertanyaan berikutnya sejauh mana sanksi bagi peserta JKN 

bukan penerima bantuan iuran jika tidak taat membayar iuran, pada 

bagian ini akan dibahas seberapa besar pengaruh sanksi dalam 

implementasi kebijakan JKN Bukan Penerima luran. Selanjutnya peneliti 

menanyakan lebih lanjut kepada informan staf BPJS terkait sanksi 
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kepada peserta JKN bukan penerima bantuan iuran mandiri yang tidak 

taat membayar iuran dengan pemyataan sebagai berikut: 

"Memang ada sanksi bagi peserta bilamana iurannya tidak 
dibayarkan, sesuai dengan aturan BPJS itu menurut saya ketat 
bilamana peserta lambat membayar iuran maka ada sanksi berupa 
denda dan penghentian sementara dan itu sudah kita berlakukan 
sejak 1 Juli tahun2016, dengan penjelasan diantaranya: Dalam 
hal terdapat keterlambatan Iurari Jamirian Kesehatan lebih dari 1 
(satu) bulan sejak tanggal 10 setiap bulan, Pertama dilakukan 
Pemberhentiari · semen tara · penjaminan Peserta dan status 
. kepesertaan aktif kern bali apabila Peserta Membayar iuran b~Ian 
tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan, 
kemudian Denda keterlambatan 2% (Batas pembayaran iuran 
Bpjs Kesehatan tiap tanggal 10, Jika terlambat membayar pada 
bulan itu dendanya 2% xjumlah iuran), kemudian Hari libur tidak 
di hitung (Jika terlambat membayar pada hari libur maka belum 
kena denda, misalnya tanggal 10 adalah hari minggu sedangkan 
baru membayar hari senin tanggal 11 maka denda 2% itu belum 
berlaku, yang kedua ( Jika tidak membayar 3 bulan berturut turut 
kartu di blokir), dan yang terakillr ketiga (Sariksi Publik) 
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2013 Pasal 9 Ayat 2 Sanksi 
tidak mendapat Pelayanan Publik tertentu yang dikenai kepada 
setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan 
iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program 
jaminan sosial meliputi: 
(Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), 
Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK). Sesuai Ayat 3 (Pengenaan sanksi tidak mendapat 
pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik 
pada instansi pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota) Membayar iuran pada bulan 
saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementarajaminan. 
Dalam waktu 45 ( empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan 
aktif kembali ), Peserta wajib membayar denda. (Pasal 17 A. I 
Ayat 1, 2, 3 Perpres No. 19 Tahun 2016), jadi memang tidak 
main-main sanksinya" (wawancara, tanggal20 September 2017). 

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan petugas lainnya terkait 

dengan sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran dengan 

menyatakan sebagai berikut: 

"lya memang betul ada sanksi bagi peserta JKN hila tidak patuh 
membayar iuran, dan itu adalah permasalahan' BPJS yang masih 
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umum terjadi berupa penunggakan iuran. Jika ada peserta 
menunggak pembayaran iuam BPJS akan ditagih, proses yang 
dilakukan BPJS yaitu akan menelpon peserta yang belum 
membayar iuran. Cara ini sebagai mengingatkan agar peserta 
BPJS segera membayar pelunasan hutang, karena kepesertaan 
BPJS itu wajib dan ada syarat bayar iuran, kalau bayaran iuran 
tidak dilunasi, maka akan ditagih. Yang terjadi, bukan masalah 
utang peserta BPJS sendiri ke BPJS kesehatan, melainkan utang 
peserta BPJS ke negara, anggaran berjalannya program BPJS juga 
berasal dari APBN" {wawancara, tanggal20 September 2017). 

Kemudian ditambahkan la:gl .. · 

;, Disisi lain pihak BP.TS kesehatan tidak mungkin menghapuskan 
hutarig seseorang. Tiap peserta yang menunggak akan dicatat, 
sebaiknya segera melunaskan iuran, terlebih lagi kalau sudah 
menggunakan pelayanan BPJS dan ikut perawatan karena sakit, 
Y a ... mohon maaf, misalnya seluruh biaya kena puluhan hingga 
ratusan juta. Lalu tiba-tiba belum melunasi utang, tidak 
dibenarkan juga. Di BPJS kesehatan, konsep gotong royong 
dibangun bersama, ini demi melancarkan program BPJS, ada 
regulasi untuk bayar iuran dan sanksinya, masa Anda tidak 
membayar iuran, kok minta dilayani" (wawancara, tanggal 20 
September 2017). 

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan petugas BPJS 

lainnya terkait dengan sanksi peserta tidak membayar iuran menyampaik:an 

sebagai berikut: 

"Sanksi jika peserta tidak membayar iuran maka status kartu 
BPJS nya akan dihentikan sementara, untuk mengaktifkannya 
kembali maka peserta yang bersangkutan harus melunasi 
tunggakan yang belum dibayar, tapi jika anda telat selama 2 tahun 
atau lebih, maka anda cukup bayar iuran 1 tahun + 1 bulan saja. 
Jika anda terdaftar di kelas 2 maka tagihan yang harus anda bayar 
untuk mengaktifkan kartu BPJS adalah sebesar Rp 663.000, akan 
tetapi ketika peserta menggunakan layanan rawat inap sebelum 
45 hari sejak diaktifk:an kembali maka akan dikenakan biaya 2,5 
% dari total biaya inap di rumah sakit. Sisanya baru menjadi 
tanggung jawab BPJS kesehatan" . (wawancara, tanggal 20 
September 2017). 

Selanjutnya kepada salah satu informan peserta JKN Bukan Penerima 

Bantuan luran Mandiri peneliti memberi penjelasan terkait dengan adanya 
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sanksi JKN jika tidak membayar iuran per bulan atau tertunggak dengan 

menyampaikan sebagai berikut: . 

"ada wacana dari BP JS memberikan sanksi bagi peserta yang 
menunggak iuran seperti dipersulitnya perpanjangan SIM, KTP 
atau paspor, banyak kendala pak, jika masyarakat tidak bayar 
iuran misalnya dikarenakan . sistem pembayaran yang susah 
seperti jaringan intemetnya eror, keengganan peserta bayar bukan 
sepenuhnya salah masyarakat, jacii dengan wacana itu akan san:gat 

. memberatkan, belum lagi persoalan sanksi pemberiari sanksi bila 
pembayaran terlambat · dan kemudian dikaitkan lagi denga~ 
urusan administrasi kependudukan dan lainllya, inik:an peiayanan 
kesehatan, cukup dengan pemberian denda saja hila peserta itu 
terlambat jangan ditambah-tambah lagi dendanya" (wawancara, 
tangga/21 September 2017). 

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Badan Penyelenggara Jaringan Sosial bidang kesehatan dalam 

menyelenggarakan pelayanan administrasi tak lepas dari kendala-

kendala yang membuat proses pelayanan tidak bisa maksimal seperti 

yang diharapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

Berikut ini akan diuraikan secara terpisah faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi JKN menyampaikan berikut ini: 

d. Faktor pendukung 

1) Komunikasi An tara Implementator 

Dalam implementasi kebijakan BPJS, pelaksana program 

melakukan sosialisasi program kepada kelompok-kelompok 

masyarakat (publik) agar masyarakat dapat memahami, mengik:uti 

dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh 

perumus kebijakan atau pebiksana program. Komunikasi yang 

dibangun melalui sosialisasi dan pendekatan yang persuasif 

43233.pdf



79 

diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga tujuan 

tercapai dengan sendirinya masyarakat terdorong berpartisipasi 

dalam program JKN/BPJS. 

Menurut informan dari penanggung jawab bagian kepesertaan, 

informasi dan pengaduan keluhan BPJS Nunukan menyatakan 

sebagai berikut: 

" Komtinikasi pdaksana JKN dengan masyarakat telah 
dilakukan dengan menginformasikan program JKN melalui 
petugas BP JS, petugas kesehatan yang ada di puskesmas" ( 
wawancara tangga/20 September 2017). 

Demikian pula, dikatakan oleh kepala BPJS Nunukan menyatakan 

sebagai berikut: 

" bahwa kami sudah melakukan komunikasi kepada peserta 
dan warga, kami juga berkomunikasi pada saat mengikuti 
rapat di kantor-kantor pemerintah dan swasta serta 
memenuhi undangan masyarakat/tokoh masyarakat secara 
rutin setiap minggu bahkan juga sampai lebih dari target 
tergantung undangan, disana disampaikan laporan mengenai 
pelaksanaan, permasalahan-permasalahan, kendala-kendala 
dan solusi terhadap permasalahan yang ada" ( wawancara 
tangga/20 September 2017). 

2). Sumber daya 

Mengenai ketersediaan sumber daya dalam menjalankan kegiatan 

operasioanl BPJS, Hasil wawancara dengan kepala BPJS Nunukan · 

menyatakan sebagai berikut: 

"Perlu diketahui bersama bahwa keberadaan kailtor BPJS 
Nunukan selama berdiri 3 tahun itu adalah unit pembantu · 
BPJS kota Tarakan sehingga tidak memiliki kewenangan 
mengatur urusan rumah tangga sendiri; termasuk 
pengelolaan anggaran, ketenagaan, dan lain-lain, semua 
masih tergantung dari kantor BPJS cabang Tarakan" 

Dengan staf yang ada, tentunya kami sulit mencapai target 
90 % warga Nunukan terlindungi dengan Jaminan 
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Kesehatan Tahun 2019, kita juga realistis sebagai mana 
bahwa Nunukan ini daerah yang cukup luas dengan kondisi 
geografis yang sulit dan jumlah penduduk terbanyak di 
urutan kedua setelah Tarakan tentunya jadi tantangan kita 
selaku pelayanan masyarakat agar masyarakat bisa terlayani 
oleh program jaminan kesehatan terutama dalam melakukan 
sosialisasi kepada warga" (wawancara tanggal 20 
September 2017). 

Darijumlah danjenis pekerjaan yang dibebankan seperti di 

job de~ir tergambar begitu tingginya be ban kerja masing -masing 

staf sehingga perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai 

baik dari kuantitasnya dan kualitasnya serta kompetensinya, jumlah 

aparatur BP JS adalah 6 orang yakni terdiri dari 3 orang 

profesional/ASN dan 3 orang sebagai tenaga honor lepas/Non ASN. 

Tabel. .4.1 Data Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

(BPJS) Kabupaten Nunukan 

No Jenjang Pendidikan ASN NonASN Jumlah 

1 Sarjana 1 0 1 

2 Diploma ill 2 0 2 

3 SMU 3 0 3 

Total 6 0 6 

Sumber: BP JS Kabupaten Nunukan Tahun 2017 

Faktor pendukung lain dalam sumber daya adalah gedung 

pelayanan yang tersedia sudah baik meskipun gedung tempat pelayanan 

masih disewa namun sudah representatif dan sudah cukup nyaman bagi 

warga dan petugas. 
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3). Komitmen Para Implementator 

Komitmen dari para pelaksana kebijakan Badan Penyelenggara 

Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dalam penyelenggaraan pelayanan 

jaminan kesehatan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan hal ini seperti diungkapkan oleh 

informan (warga/peserta) seperti berik:Ut ini: 

"Petugas BPJS sudah melayarii dengan baik dan ramah, 
mereka memberikan informasi denganjelas kepada kami,jika 
ada kekurangan dalam berkas yang kami ajukan langsung 
diberitahu kekurangannya" (wawancara, I oktober 2017). 

Dalam memberikan pelayanan para implementator juga selalu 

berpegang teguh pada aturan yang ada dengan memproses semua 

berkas pengurusan kepesertaan JKN sesuai dengan urutan registrasi 

masuk secara bersama. Sikap demikian ditunjukkan dengan 

menganggap bahwa proses pelayanan berjalan hila dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab dan kekompakan tanpa meno~olkan 

kemampuan masing-masing seperti yang diungkapkan oleh informan 

kepala BPJS sebagai berikut : 

"Saya sering menyampaikan kepada staf bahwa semua yang 
terlibat dalam penyelenggara jaminan kesehatan merupakan 
sebuah tim pelayanan hams saling mendukung dalam 
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan 
tidak boleh jalan sendiri-sendiri semuanya harus di bawah 
koodinasi sesuai struktur yang ada" (wawancara tanggal, 1 
Oktober 2017). 

Selanjutnya informan berikutnya adalah penanggung jawab/ 

verifikator menyampaikan hal yang sama terkait sumber daya 

menyampikan sebagai berikut: 
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"Memang benar dikatakan kepala BPJS bahwa kami selalu 

berkomitmen bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada 

warga, kadang kami harus lembur lagi untuk menyelesaikan 

tugas-tugas administrasi pelayanan pasien BPJS yang tersisa 

pada hal jam pulang itu jam 05 sore" (wawancara, tanggal 02 

Oktober 20 17). 

4) Dukungan Kelompok Kepentingan 

Untuk menggali informasi perihal dukungan kelompok kepentingan 

lebih lanjut peneliti menanyakan kepada Informan II peserta JKN 

Bukan Penerima Bantuan luran, Apakah bapak/ Ibu lancar membayar 

iuran JKN menyatakan sebagai berikut: 

"Kami peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran rajin 
membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 
IO"(Wawancara tanggal 02 Oktober 2017) 

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Informan, apa yang 

memotivasi Bapak!Ibu aktif membayar iuran JKN Bukan Penerima 

Bantuan luran Mandiri setiap bulan menyatakan sebagai berikut: 

" Kami sebagai peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran 
selalu taat akan kewajiban kami, karena kami beranggapatt; 
bagaimana mungkin kami mau dilayani kalau tidak membayar 
iuran, itukan untuk kepentingan kami, kami juga tidak mau 
gara-gara tidak bayar iuran, kartu JKN nya tidak bisa kami 
gunakan, karena kami ingin dilayani makanya kami selalu 
mendukung penuh program-program BPJS termasuk aktif 
membayar iuran" (Wawancara tanggal 02 Oktober 2017). 

43233.pdf



83 

e. Faktor Penghambat 

1) Sumber Daya Para Pelaksana 

Saat peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana BPJS penulis 

menanyakan bahwa BP JS di daerah seperti di Nunukan itu tidak punya 

kewenangan sendiri dan atonomi. khusus dalam hal penganggaran, 

pengembangan staf, dan operasional kegiatan rutin, dalam hal 

semacam itu: sepenuhnya di serahkim olehBPJS cabang. 

A. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang implementasi kebijakan 

JKN Bukan Penerima Bantuan luran Mandiri dikaitkan dengan faktor 

pendukung dan penghambat serta menganalisa sejauhmana kebijakan ini telah 

mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Terlebih dahulu akan dibahas terkait dengan sosialisasi. 

1. Sosialisasi Program JKN Bukan Penerima Bantuan luran Mandiri 

Kepada Warga/Peserta. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, terkait dengan sosialisasi tentang program JKN bukan 

penerima bantuan iuran mandiri kepada peserta sudah berjalan cukup baik, 

pada saat warga membutuhkan informasi tentang pelayanan JKN maka 

petugas mampu melakukan sosialisasi kepada warga secara terencana, 

terjadwal dan terus menerus. Dalam hal ini peserta JKN sendiri sudah 

memahami, menyadari, dan mendukung sepenuhnya program JKN dan 

berbagai kemudahan yang ditawarkan, maka setelah mengikuti sosialisasi 

dan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari petugas BPJS, 
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sebagian besar calon atau peserta dengan kesadaran diri yang tinggi tanpa 

paksaan dari pihak mana pun langsung mendaftarkan dirinya sebagai peserta 

JK.N walaupun ditemukan juga ada sebagian warga masih ragu-ragu untuk 

mendaftarkan d1rinya karena alasan masing-masing. 

Keberhasilan implementasisosialisasi tentang tentang program JKN 

bukan penerima bantuan iuran mandiri_ kepada peserta khususnya _ di 
. . . . . . . . . . . . . 

kabupaten Nunukan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkari 

sumber daya yang tersedia. Edward dalam Winamo (2002) mengatakan 

bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan 

kebijakan. lsi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan 

tetapi jika para pelaksana (hnplementator) kurang sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan isi kebijakan maka implementasi pun 

cenderung tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi staf, 

fasilitas, dan wewenang. StafBPJS dalam hal ini merupakan sumber daya 

yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, displin dan 

berdedikasi kerja yang tinggi untuk mencapai hasil yang optimal. 

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu 

menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijkan. 

Sumber daya tidak kalah pentingnya denga komunikasi. Sumber daya 

kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka memperlancar adminsitrasi 

implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau 

insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan JKN peserta 

bukan penerima iuran mandiri. Sumber daya adalah faktor penting untuk 

43233.pdf



85 

implementasi kebijakan agar efekti£ Tanpa sumber daya kebijakan hanya 

tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 

2. Kepatuhan peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran dalam 

membayar luran 

Kepatuhan mernpakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusta 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan 

mernpakan usaha Utituk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia 

(menurnt Heri P, 1999) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak peserta yang 

mendaftar sebagai peserta JKN Mandiri setiap tahun pertumbuhan peserta 

barn mengalami peningkatan, hal ini diasosiasikan hila dengan menjadi 

peserta BPJS maka warga akan mendapatkan keuntungan terutama jika 

mengalami sakit yang membutuhkan perawatan dan tindakan medis yang 

berbiaya besar maka BPJS yang akan menanggung biaya pengobatan yang 

dilakukan. 

Namun demikian kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan 

pertumbuhan peserta barn dengan kepatuhannya membayar iuran, penulis 

menemukan rendahnya kepatuhan pembayaran iuran pada peserta JKN 

Bukan PBI Mandiri, di mana penerimaan luran peserta JKN adalah salah 

satu sumber pembiayaan dari JKN sehingga hila angka ketidakpatuhan 

pembayaran iur~m yang tinggi, maka dapat menimbulkan risiko fmansial 

yang cukup besar bagi BPJS, hal ini sesuai penyampaian informan peserta 

JKN Bukan PBI dengan memberikan alasan yang beragam diantaranya 

peserta JKN awalnya mampu bayar iuran tetapi dengan sistem iuran 
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berlaku seumur hidup akhirnya tidak mampu lagi membayar iurannya 

sehingga pelayanan kesehatan dari BPJS yang diberikan menjadi terhenti, 

kemudian banyak juga peserta saat sakit lalu mengurus kartu JKN Bukan 

PBI yang kelas I tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga 

sehingga, belum lagi sistem penagihan dan notifikasi belum berjalan 

sebagaimana mestinya, selama ini lebih mengandalkan penggunaan system 

berbasis IT-Onlme (BPJS Online) android, ~amun cara ini tidak terlahi 

efektif karena tidak semua warga punya Android atau handphone, bel urn 

lagi minimnya fasilitas lainnya yang dimiliki peserta JKN untuk mengakses 

sendiri, belum lagi jaringan internet di daerah pedalamam jadi masalah 

pokok sehingga saat transaksi sering error sehingga terlambat 

pembayarannya, di samping itu tempat tinggal yang jauh dari kota sehingga 

menyulitkan peserta dalam melakukan pembayaran tepat waktu, mungkin 

perlu terobosan baru dari pihak BPJS untuk memudahkan cam penagihan, 

bisa melalui noti:fikasi dengan menemui langsung peserta JKN atau 

notifikasi tertulis kepada peserta. 

3. Sanksi peserta JKN bukan penerima bantuan iuran yang tidak patuh 

membayar iuran 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukumim yang diberikan 

kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan 

atau undang undang tidak dilanggar. Agar peraturan sanksi dipatuhi, maka 

harus ada sanksi iuran bagi para pelanggamya. Sanksi dalam hukum 

administmsi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat 

digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap 
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kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan 

(machmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtelijke) , digunakan 

oleh pemerintah (overhead), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive 

op net-naleving). 

Sesuai hasil penelitian mengenai pemberian sanksi bagi peserta 

JKN Bukan PBI, cukup berjalan dengan · baik:, mendukung adanya 

pemberlakuan sanksi ringim sampai berat bagi peserta yang terlambat bayar 

iuran, walaupun sebagian peserta JKN juga masih keberatan hila penerapan 

sanksi dikaitkan dengan pemutusan pelayanan publik. 

Jadi penulis menyarankan kepada pihak BPJS agar lebih tegas dalam 

menerapkan sanksi bagi peserta, bukan sekedar jarkom saja tetapi mampu 

memberikan hukuman positif kepada wajib iuran yang telah lalai dalam 

Pemenuhan kewajiban iuarannya sehingga dengan diberikannya sanksi, 

peserta wajib iuran akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang 

telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban iuarannya di masa 

iuran yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. 

4. Faktor faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan peserta jaminan kesehatan /JKN Bukan 

Penerima Bantuan luran sebagai berikut: 

a) Faktor Pendukung 

1) Sosialisasi 

Dalam . implementasi Kebijakan . JKN, pelaksana program 

melakukan komunikasi atau sosialiasi kepada pihak-pihak terkait 
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baik itu peserta, warga masyarakat, aparat pemerintah, karyawan 

swasta, aparat TNIIPO LRI, maupun pihak lain yang berkepentingan, 

tujuannya agar masyarakat mendukung program BPJS sehingga 

kelompok-kelompok masyarakat mudah memahami dan 

melaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleli perumus 

kebijakan.atau pelaksana program. Diharapkan dengan Komunikasi _ 

yang dilakukan melalui sosialiasi dan pendekatan yang persuasif, 

peserta bisa mendukung tercapainya tujuan dan partisipasi 

masyarakat yang lebih optimal. 

Sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh para 

informan bahwa komunikasi program JKN Bukan Penerima 

Bantuan luran sudah berjalan dengan baik, kebijakan/program yang 

disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta. Hal ini sesuai 

dengan teori Edwar III dalam Winamo (2002), ada empat faktor 

determinan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, 

sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dengan 

berelaborasi dengan teori Grinde! dalam Nugroho (2012) tentang 

konteks kebijakan bahwa Compliance Dan Responsiveness {Tingkat 

Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksana). 

Salah safu variabel yang menentukan efektivitas implementasi 

kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyebarluaskan 

informasi baik dari atas kebawah maupun sebaliknya. Dalam 

hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi 

tentang kebijakan, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam 
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penyampaian informasi, isi informasi hams jelas serta memerlukan 

ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya. 

Penulis menilai bahwa dari sisi komunikasi bahwa 

pelaksanaan sosialiasi sudah dilakukan dengan belum terorganisir, 

terpadu dan terencana dengan baik oleh pihak BPJS. Hal ini 

dikarenakan · jadwal sosialisasi yang telah disusun sering berubah~ 

ubah sehingga konslstensi dalam menjalimkan jadwal yang telah 

dibuat tidak terlaksana dengan baik. 

2) Somber Daya 

Sumber daya (resources) sangat penting dalam mendukung 

kelancaran implementasi program JKN, dalam hal ini terdiri 

Manajer BPJS, peserta, pemerintah, lintas terkait, serta staf maupun 

pelaksana lainnya. Ketersediaan pelaksana kebijakan perlu 

ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya 

manusianya agar pelayanan BPJS lebih baik dan profsional. 

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara 

sempuma karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaa dengan 

baik. jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 

harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana 

untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM 

yang baik agar dapat m:eningkatkan kerja program. 

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena 

kebijakan konservasi energi merupakan hal yang bam bagi mereka 
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dimana dalam melaksanakan program 1m membutuhkan 

kemampuan yang khusus. 

Sumber lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 

menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk 

membelajankan/mengatur keuangan sendiri, pengadaan staf, 

· maupun fasilitas lainriya yang diperlukam untuk melaksanakan 

kebijakan/program harus. terpenuhi seperti ki:mtor, peralatan, serta 

dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat 

berjalan. 

Menurut Syafri dan Setyoko (2008: 49) menyebutkan, staf 

merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. 

Besaran jumlah staf ( staf yang banyak) tidak selamanya berdampak 

positif bagi implementasi kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat 

diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah 

staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan 

sesuai kebutuhan. 

3) Komitmen pelaksana BP JS 

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan 

efesien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan 

itu, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut" (Edwar II dalam Nugroho (2009: 53). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka implementasi program JKN 

mutlak harus dikuatkan dengan adanya komitmen dan kesadaran 
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yang tinggi dari para pelaksana program secara sistematis, 

berkelanjutan dan konsisten. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efekti:fitas 

implementasi kebijakan adalah sikap . implementator. Jik:a 

implementator setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan 
. . 

melaksanakan dengan senang hati tetapi · jik:a pendarigan . mereka 

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan · 

mengalami banyak masalah. Untuk itu perlu ada kesadaran 

pelaksana, petunjuklarahan pelaksana dan intensitas respon. 

Di samping itu, dukungan para pejabat pelaksana sangat 

dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari 

pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dalam 

mencapai tujuan secara efek:tif dan efesien. Dukungan pimpinan ini 

adalah menempatkan kebijakan menjedi prioritas program, 

penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung 

program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis 

kelamin, karateristik lain. 

Hal ini sesuai dengan penulis sampaikan dari hasil penelitian 

bahwa antara peserta/masyarakat dengan petugas pelaksana BPJS 

sudah berkomitmen untuk saling bersinergi mensukseskan program 

BPJS. 

4) Dukungan Kelompok Kepentingan 

Terkait dukungan kelompok kepentingan, bahwa hila ada 

dukungan dari masyarakat atau kelompok kepentingan terhadap 
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suatu program maka program itu akan berjalan sebagaimana yang 

diharapkan bersama, tennasuk program BPJS/JKN Bukan Penerima 

Bantuan luran, hal ini sesuai dengan penulis juga sampaikan dari 

para informan, bahwa peserta atau masyarakat cukup mendukung 

adanya program JKN karena mereka menganggap dan menyadari 

pentingnya mengurus jaminan kesehatan baik untuk keselamatan . . . 

dirinya maupun dalam keluarganya serta kelompok inasyaraka~ya 

maka sebagai bentuk dukungannya kepada program JKN dengan 

semangat menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemanusiaan 

maka masyarakat pun akhirnya menentukan sikapnya mendukung 

penuh dengan sukarela dan gotong royong mendaftarkan diri 

menjadi peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran. 

b. Faktor Penghambat 

1) Somber Daya 

Berhasil tidaknya Sosialisasi, ditentukan oleh banyak faktor 

yaitu faktor ekstemal dan internal, faktor ekstemal diantaranya 

kondisi alam dan geografis yang menjadikan penghambat terbesar 

dalam pelaksanaan program JKN termasuk kepatuhan membayar 

iuran dan sosialisasi, sebagai daerah perbatasan, terpencil, terluar 

dan kepulauan dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan 3 

pulau besar ( pulau Nunukan, Sebatik dan daratan Kalimantan 

dengan karakteristik lautan, darat dan laut maka tentunya memiliki 

keterbatasan akses darat, ·taut dan sungai ditambah lagi ·akses 

infonnasi dan media cetak komunikasi yang belum merata dan 
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terjangkau oleh masyarakat di daerah terpencil, serta komitmen dan 

dukungan masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan JKN 

menyebabkan juga masih rendahnya partisipasi dan perhatian 

masyarakat di samping faktor internal diantaranya terbatasnya 

anggaran, keterbatasan waktu staf karena sibuk melayani warga 

dan pes~~ JKN 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Memperhatikan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program Jaminan Kesehatan (JKN) merupakan salah satu asurans1 
. . .· .· . . . . . . . . .. 

kesehatan sosial yang bersifat rnelindungi atau protektion dan wajib bagi 

seluruh warga negara dalam upaya pemerintah untuk mengayomi 

masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Implementasinya belum betjalan sebagaimana diharapkan dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Hal ini 

berdasarkan beberapa hal sebagai berikut 

a. Sosialisasi program JKN kepada peserta/warga belum sepenuhnya 

dijalankan sehingga akses informasi menjadi terbatas dan peserta 

/warga yang menjadi sasaran program ini tidak memiliki pemahaman 

yang lengkap berakibat rendahnya kesadaran untuk menjalankan 

program JKN ini. 

b. Kepatuhan dalam membayar iuran oleh peserta JKN Bukan Penerima 

Bantuan luran Mandiri masih rendah karena kesadaran peserta untuk 

melakukan pembayaran iuran masih kurang. 

c. Sanksi bagi peserta yang tidak patuh membayar iuran JKN Bukan 

Penerima Bantuan luran Mandiri sudah dijalankan sesuai aturan 

berlaku di BPJS 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi JKN 

Bukan Penerima Bantuan luran adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

Transmisi JKN belum diinformasikan secara menyeluruh kepada 

masyarakat, masih ada beberapa informasi yang belum jelas diterima 

oleh masyarakat sehingga mengganggu ·proses pemberian. pelayanan. 

Begihi pula Ko~~inikasi antar implementator oieh petugas BPJS behim · 

sepenuhnya terkoordinasi dengan baik 

b. Ketersediaan sumber daya manusia atau staf tidak diimbangi dengan 

kemampuan, dan be ban kerja sehingga pelayanan belum optimal 

c. Komitmen dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik 

d. Kelompok pendukung kepentingan juga sudah berjalan dengan baik 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi 

kebijakan: 

a. Faktor Pendukung 

1) Komitmen para pelaksana yang melaksanakan tugas denganjujur, adil 

dan profesional dengan hati-hati melayani masyarakat tanpa ada 

tekanan dari pihak manapun agar pelayanan yang diberikan tidak 

bertentangan dengan regulasi yang ada 

2) Sumber daya berupa sarana/tempat, sarana pendukung lainnya · cukup 

memadai dalam inemeberikan pelayanan 

b. Faktor Penghambat 

1) Komunikasi antara para pelaksana belum berjalan dengan baik 
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2) Sumber daya yang dimiliki oleh pihak BPJS secara kualitas dan 

kuantitas belum optimal 

2. Saran 

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambil kebijakan dalam rangka 

mengoptimalkan kebijakan JKN dalam penyelenggaraan BPJS di kabupaten 

Nunukan, maka dari basil kajian penelitian ini p~nulis memberikan saran. 

sebagai berikut. · 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Perlunya optimalisasi peran pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait 

(dinas kesehatan, puskesmas dan seluruh jaringannya) memberikan 

informasi tentang kebijakan pelayanan BPJS kepada semua petugas dan 

masyarakat agar mampu menangkap kebijakan sudah dijalankan 

2. BagiBPJS 

a. Perlunya pihak BPJS senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi 

secara intens kepada layanan kesehatan terkait permasalahan yang 

sering dihadapi dan memberikan solusi agar program JKN dapat 

berjalan mampu meningkatkan jumlah kepesertaan JKN Non PBI 

b. Perlunya pihak BPJS menambah sumber daya agar mampu 

mengcover pelayanan yang ada terkait meningkatnya kepesertaan 

JKNbaru 

2. Bagi Peneliti berikutnya 

Peneliti berikunya perlu membaca buku atau referensi lebih banyak lagi 

tentang kebijakan jaminan kesehatan/JKN dan berlatih cara melakukan 

in-depth interview dan pengambilan jumlah sampel yang lebih banyak. 
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Di sampmg itu perlu dikembangkan metode penelitian yang lain 

misalnya metode kuantitatif agar bisa diketahui data-data yang lain untuk 

mendukung peneltian yang sudah dilakukan. 

43233.pdf



DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Amirudin , A. (20 12). Implementation of the establishment policy of 
pasuruan embroidery Center to increase the society' economic growth," 
in Mardiyono, public policy proceedings, Malang : UB Press and 
Faculty of administrative Science university of Brawijaya 

. . 

Alston M dan Bowles, W. (1998). Sampling iri. research for social workers an 
introducing to inethods. Austraiia : Allen and Unwim. 

Abdullah , S. (i 998). Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi 
negara dan manajemen, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 
Republik Indonesia dan Asia Foundation. 

Anderson, C. (1979). "The place of principles in policy analysis. " 73 
American Political Science Review, 7, 11-23. 

Buse, K., et.al.(2012)Making health policy, understanding public health. 
Open University Press: England 

Badan Pusat Statistik. (2016). Nunukan dalam angka.: BPS 

Birkland, Thomas A (20 11 ). An introduction to the policy process, theories, 
concepts, and llli>dels of public policy making.· Third Edition. New 
York: M.E. Sharpe, Inc. 

Bogdan, RC & Biklen, SK. (1982). Qualitative research for education: an 
introduction to theory and methods. London-Boston: Allen and Bacon 
Inc. 

Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara. (201 0). Pedoman pelaksana.an jaminan 
kesehatan Kaltara: Pemerintah Kaltara 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (2009). Handbook of qualitative research, 
(Teijemahan Dariyatno dkk). Y ogyakarta: Pustaka Belajar 

Dwiyanto, I. (2009). Telaah penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah. 
Y ogyakarta: Gaya Media 

Dunn, W. N.(1998). Pengantar analisis kebijakan publik. Edisi Kedua, 
Teijemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press. 

Ekowati, M. R. Lilik. (2009). Perencanaan, implementasi dan evaluasi 
kebijakan atau program. Surakarta: Pustaka Cakra. 

Edward III, G. C. (1980) Implementing public policy. Washington D.C. 
Congressional Quarterly Press. 

98 

43233.pdf



99 

Gobel, F. A. "Menggagas inovasi jaminan kesehatan Aceh. "Diambi111 
Agustus 2011 dari www.acehinstitute.org 

George, P. & J. Hanlon (2009). Kesehatan Masyarakat: administrasi dan 
praktek. Jakarta: EGC 

Gerston, L.N. ( 1992). Public policymaking in a democrating society: a guide 
to civic engagement, M.E. Sharp, Inc. New York. 

Hagwood, B.W. & Gunn L.A. (1980). Policy analysis for the real world, 
Oxford, Oxford UP 

Irawan, P. (2007). Metodolog1 penelitian administrasi. Jakarta: Penerbit 
.. Universitas terbuka; · . 

Islamy, I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Kebijakan Negara, 
Bumi Aksara, Jakarta. 

lndiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Anali.sys. 
Gava Media, Y ogyakarta. 

Lukman, S. (2000). Manqjemen kebijakan publik, jakarta, STIAN LAN press 

Moleang , L.J. (2006) Metode penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya 

Malo, M.dan Sri.T. (1997). Meade penelitian masyarakat. PAU-llmu sosial 
ur 

Miles, M.B. dan Hubemam, M.A. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta : 
Universitas Indonesia Press. 

Nugroho, D.R (2008). Public policy. Jakarta: PT. E1ex Media Komputindo. 

Nakamura, RT., Smallwood, F. (1980).The Politic oflmplementation. New 
York: St. Martins. 

Picket, G. Dan Hanlon, JJ. (1995). Kesehatan Masyarakat: Administrasi dan 
Praktik, 9th ed., Jakarta: EGC. 

Syafri, W. Dan Israwan, S.(2008).Implementasi kebijakan publik dan etika 
profesi pamong praja. Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta. 

Sinambela , L.P. (2007) .. Reformasi pelayanan publik. Jakarta:PT. Bumi 
Aksara 

43233.pdf



100 

B. Dokumen 

Ma!iparida, (20 I 4) " Program jaminan Kesehatan masyarakat Miskin 
(jamkesmas) di kabupaten sintanf:f' diambil 12 maret 2014 dari www. 
Pustaka. ut.ac.id 

Sukowati; N.P., Et al. (2013) "lmplementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan 
Non Kuato (jamkesmas dan spm) di dinas kesehatan Blitar".diambil9 
desember 5 Juni 2017 dari http: II administrasipublik. 
Studentjoumal.ub.aci.i& 

Suparman. (20 12). " implementasi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat 
(jamkesmas) di kabupatt:m Bone." Diambil 3 Juni 2017 dari http: // 
pasca.unhas.ac.id.pdf. 

Syah, A. (2011). "persepsi pasien pesertajaminan kesehatan aceh terhadap 
mutu dan kepuasan pelayanan di ruang rawat inap rsud kota langsa." 
Tesis. Diambil29 Mei 2017 dari http:// repository.usu.ac.id. 

Tangkeallo, C.( 2016). "Implementasi peraturan bupati nomor 17 tahun 2015 
tentang pendelegasian wewenang bupati dalam penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan di nunukan." Diambil 5 April 
2017 dari http: Pustaka.ut.ac.id 

43233.pdf



Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

PENELITIAN TENTANG: 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

BUKAN PENERIMA lURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN 

PEDOMAN W A WANCARA (INTERVIEWER GUIDE) 

1. Ucapan terima kasilz kepada infonnan atlis kesediannya untuk diwawancarai 
2. informa_n bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang. 

berhubungan dengan topik wawalicara. 

DATAUMUM 
Nama Informan 
Tanggal wawancara 

Daftar pertanyaan: 

: Kepala BPJS Kabupaten Nunukan . . ............................... . . . ............................... . 

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN)? 

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten 
Nunukan? 

3. Bagaimana dampaknya dengan adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) di kabupaten Nunukan? 

4. Bagaimana kemajuan pelayanan kesehatan dengan kebijakan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)? 

5. Bagaimana kondisi dejarat kesehatan masyarakat dengan kebijakan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)? 

6. Bagaimana peluang dan tantangan dihadapi BPJS kedepan dengan adanya kebijakan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sosialisasi program JKN yang dilakukan oleh 
BPJS kepada masyarakat/peserta? 

8. Bagaimana strategi BPJS yang diterapkan dalam melaksanakan program sosialisasi 
JKN kepada warga/peserta, Apa saja yang sudah dilakukan dan direncanakan BPJS 
terkait dengan kegiatan sosialisasi JKN 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

PENELITIAN TENT ANG: 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

BUKAN PENERIMA lURAN MANDIRI Dl KABUPATEN NUNUKAN 

PEDOMAN WA W ANCARA (INTERVIEWER GUIDE) 

1. Ucapan terima kasih kepada infonntin atas kesediannya untuk diwawancarai 
2. lnforman hebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang 

. herhuhungan dengan topik wawancara 

DATAUMUM 
Nama Informan 
Tanggal wawancara 

Daftar pertanyaan: 

Verifikator BPJS Kabupaten Nunukan 

1. Bagaimana komitmen staf dalam menjalankan program sosialisasi JKN kepada 

warga/ peserta JKN Bukan Penerima Bantuan luran Mandiri? 

2. Bagaimana kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan penerima 

bantuan iuran mandiri dalam membayar iuran? 

3. Bagaiman sanksi kepada peserta JKN bukan penerima bantuan iuran mandiri yang 

tidak taat membayar iuran? 

4. Bagaimana kompetesi, keterampilan dan keahlian tenaga BPJS dalam implementasi 

JKN? 

5. Bagaimana kesediaan fasilitas tenaga BPJS dalam implementasi JKN? 

6. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelayanan JKN, apakah dilaksanakan dengan 

baik atau tidak,jika tidak apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya? 
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9. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam menjalankan kegiatan operasioanl 
BPJS? 

10. Bagaimana komitmen para pelaksana BPJS dalam melayani masyarakat dalam 
menegakkan aturan berlaku? 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

PENELITIAN TENTANG: 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
BUKAN PENERIMA lURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN 

PEDOMAN WA W ANCARA (INTERVIEWER GUIDE) 

J. Ucapan terima ktisilt kepada infonnan atas kesediannya untuk diwawancarai 
2. lnformmi bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, lzarapan atau saran yang 

berhubungan denglm topik Jvawancara . · · 

DATAUMUM 
Nama lnforman 
Tanggal wawancara 

Daftar pertanyaan: 

. ·. . . . . . ·. . 

: (Peserta JKN Bukan Penerima Ban.tuan luran Mandiri) 
• . .................................. . . . .................................. . 

1. Menurut Bapak!Ibu, Bagaimana pelaksanaan sosialisasi JKN oleh petugas BPJS 
kepada warga/peserta? 

2. Menurut Bapak!Ibu, Bagaimana kepatuhan dalam membayar iuran peserta JKN Bukan 
Penerima Bantuan luran Mandiri? 

3. Menurut Bapakllbu, apakahjumlah tagihan JKN Mandiri tidak terlalu besar? 

4. Menurut Bapak!Ibu, apakah lancar membayar iuran tiap bulan? 

5. Menurut Bapakllbu, apa yang memotivasi Bapakllbu aktifmembayar iuran? 

6. Menurut bapak!Ibu, bagaimana tanggapan terhadap sanksi hila menunggak bayar iuran? 

7. Menurut bapakllbu, dimana tempatnya membayar iuran? 

8. Menurut bapak!Ibu, apakah sumber daya/ tenaga BPJS yang ada saat ini melayani, 
sudah memadai? 

9. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelayanan diberikan dari petugas BPJS, apa 
memuaskan dan apakah ada komitmen petugas BPJS membantu dalam pengurusan 
kartuJKN? 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

PENELITIAN TENTANG: 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 
BUKAN PENERIMA lURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN 

PEDOMAN W A W ANCARA (INTERVIEWER GUIDE) 

1. Ucapan terima kasilz kepada informan atas kesediannya untuk diwawancarai 
2. lnforman bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang 

berhubungan dengan topik wawancara 

DATAUMUM 
Nama Informan 
Tanggal wawancara 

Daftar pertanyaan: 

: anggota masyarakat . . .................................. . . . .................................. . 

1. Bagaimana cara Bapak!Ibu menjadi peserta JKN? 

2. Bagaimana cara Bapak!Ibu menjangkau fasilitas pelayanan JKN? 

3. Apakah pelayanana JKN yang diberikan sudah memuaskan bapak!Ibu? 

4. Apakah sumber daya atau tenaga yang memberikan pelayanan JKN telah memadai? 

5. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan JKN? 
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Lampiran 2 Surat Pemyataan Wawancara 

SURATPERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama : ldham Khalid, S.Sos 

NPP :02788 

Jabatan : K~pala BPJS Kesehatan Kabupaten Nunukan 

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian TAPM denganjudul 

''lmplementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan (JKN) Bukan Penerima luran Mandiri 

di Kabupaten Nunukan dengan maksud dan tujuan peneliti serta petunjuk pelaksanaan 

pengukuran maka dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Bersedia dijadikan obyek dalam penelitian T APM terse but di atas 

2. Bersedia dan tidak keberatan hasil penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk 

loporan penelitian maupun dalam jumal penelitian 

3. Tidak membebani peneliti sehubungan dengan hasil penelitian 

Demikian surat pemyataan kesediaan menjadi obyek penelitian T APM ini saya 

buat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kiranya digunakan sebagai peneliti 

dan pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

NPP. 02788 
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Lampiran 3 Dokumentasi 

Wawancara dengan Kepala BPJS Nunukan 
Terkait dengan Implementasi JKN pada tanggal20 September 2017 
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Wawancara dengan Peserta BPJS Non PBI Nunukan 
Terkait dengan lmplementasi JKN pad a tanggal 21 September 2017 

43233.pdf
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